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masalah  dugaan  pelanggaran  HAM  yang  menimpa  warga  di  perbatasan 

selama kurang lebih 36 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelusuran ilmiah terhadap dokumen historis dan fakta 

juridis terkait dengan masalah perbatasan antara Kabupaten Ngada dan 

Kabupaten Manggarai, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa 

pengaturan perbatasan wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai 

yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 

Tahun 1973 belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Hal ini dapatlah dicernah dari beberapa poin berikut:  

1. Sesungguhnya prosedur pembuatan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 

1973 dilakukan secara sepihak. Masyarakat perbatasan khususnya 
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masyarakat suku Baar tidak pernah dilibatkan bahkan didengarkan suaranya 

dalam pembuatan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut. 

Gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat keputusan 

bersubstansikan perbatasan wilayah antar kabupaten Ngada dan Kabupaten 

manggarai hanya menggunakan SKB 20 Januari 1973 Nomor Khusus/1973 

sebagai reverensinya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Mencermati 

SKB 20 Januari 1973 Nomor Khusus/1973 yang dibuat oleh Bupati Ngada 

dan Bupati Manggarai di Aimere ternyata penuh dengan cacat substansi dan 

cacat prosedural. Argumentasi yang dibangun sebagai alasan pembenar 

untuk menetapkan titik batas Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai 

di Buntal adalah peta tahun 1916 dan peta tahun 1918 serta titik batas 

wilayah kekuasaan Baar kakak dan Baar adik yang pernah berpisah pada 

tahun 1933. Namun kedua alasan di atas menjadi tidak tepat karena peta 

tahun 1916 dan peta tahun 1918 merupakan peta pertahanan dan bukan peta 

perbatasan. Indikatornya, Peta Pertahanan produk US Army adalah produksi 

ulang dari peta 1916-1918. Karena merupakan produksi ulang, maka dengan 

sendirinya mengindikasikan bahwa Peta 1916-1918 adalah Peta Pertahanan. 

Selanjutnya, bergabungnya Baar kakak dan Baar adik pada tahun 1969 

menjadi bukti bahwa alasan menetapkan SK Gubernur NTT Nomor 22 

Tahun 1973 di Buntal sebagai titik batas kedua kabupaten tersebut menjadi 

luntur dan batal demi hukum. 

2. SK Nomor 22 Tahun 1973 yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT pada 

tataran implementasinya memunculkan banyak persoalan. Kerinduan akan 

 

 



 
 
 

cxvi

keberadaan produk hukum ini sebagai pemberi solusi, penjamin keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak terutama masyarakat 

yang mendiami wilayah perbatasan (suku Baar) tidak pernah terwujud. 

Protes dan penolakan keras terus dilancarkan oleh masyarakat perbatasan 

(suku Baar) khususnya dan masyarakat etnis Riung umumnya.  Namun, 

penolakan demi penolakan dan protes keras yang dilakukan tidak pernah 

dihiraukan. Ibarat mengenakan pelana kuda, pihak pemerintah kedua 

kabupaten beserta pihak pemerintah Propinsi NTT tetap memaksakan 

pengaturan perbatasan wilayah antara kabupaten Ngada dan Kabupaten 

Manggarai yang diatur dalam SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 

tersebut untuk terus diberlakukan. Bahkan penolakan dan protes tersebut 

ditanggapi dengan tindakan kekerasan yang pada titik terakhir bisa 

disimpulkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia katagori berat. Pada 

tahun 1982, manipulasi terhadap prosedur pembuatan SK Gubernur NTT 

Nomor 22 Tahun 1973 dilanjutkan dengan manipulasi pada saat 

pemasangan tugu/titik/pilar batas. Berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 

22 Tahun 1973 tugu/titik/pilar batas dipasang di Buntal, namun tim 

pemasang tugu/titik/pilar batas memasangnya di Labuan kelambu, 

memasuki kurang lebih 12 kilo meter kearah timur, wilayah Kabupaten 

Ngada. Realita ini kemudian memperpanjang dan memperdalam 

penderitaan masyarakat perbatasan (suku Baar) serta memperparah konflik 

di daerah perbatasan. 
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3. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah propnsi NTT saat ini 

adalah: 

a. meninjau kembali SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 serta 

kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi 

NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten 

Ngada yang merujuk kepada SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 

tersebut. 

b. merumuskan kembali pengaturan hukum tentang perbatasan wilayah 

antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai dengan 

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah serta menjamin perasaan adil 

masyarakat perbatasan (suku Baar).  

c. bahwa pihak yang berwenang yang dalam hal ini lembaga 

KOMNASHAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) RI untuk segera 

melakukan penyelidikan masalah dugaan pelanggaran HAM yang 

menimpa warga di perbatasan selama kurang lebih 36 tahun. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan tahap-tahap yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah maka Menteri 

Dalam Negeri harus memverifikasi langsung sejarah dan fakta sosial-historis 

serta bukti-bukti hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup 

dan bertahan di tengah tatanan hidup masyarakat yang bersentuhan langsung 
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dengan garis perbatasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 69 

Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara 

Timur, sebelum menetapkan titik koordinat dan memuat peta perbatasan.  
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